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\

ATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 19 TAHUN 2014
NA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
3SUPATEN BU'T!GO TAHUN 2015

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI iBUNGO,

berkenaan denéan perkembangan yang tidak sesuai dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
2014 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
itah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
mnan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
\gunan Daerah, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 19
2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Bungo Tahun 2015, perlu ditinjau kembali:

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
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Tamb:.

en Bungo Tahun 2015 disusun secara konkrit dan sistematis
kan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
)an atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 19 Tahun 2014

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
l'ahun 2015;

-Undang No:rlor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
ra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
omor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun Bangko | dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lcmb%an Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,

Lembaran I\&egara Republik Indonesia Nomor 2755);
1




10.

il

Undang-Undang No: ror 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupgten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonegia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor| 3903), sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor| 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421); |

Undang-Undang Nm{or 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 "Ilahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tamb Lembaran }lregara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah| Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Leljnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor|140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

Peraturan Pemerintah lNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817); |

Peraturan Presiden LNemor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan .... 3
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

13. i)eratmsm Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 470);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan | : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

Pasal 1

Perubahan Rencana Ke:fja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2015
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Bab I Pendghuluan

b. Bab II Evalpasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Kabupaten Bungo sampai dengan
triwulan I1.

¢. Bab III Rencangan Erogra_m dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2015
Kabupaten Bungo.
d. Bab IV Penutup.

Pasal 2

Ketentuan dalain Lampiran Peraturan Bupati Bungo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Burigo Tahun 2014 [Nomor 19) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ofang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
__ padatanggal {O Juni 2015,

!WABUF' BUNLY - EKIA AB. BUNGD

| BUPATI BUNGO,
H.MESHARLEP WE

Diundangkdn di Muara Bungo ST T e

pada tanggal Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,
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BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 1%
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